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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Sidoarjo Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda adalah hasil penelitian 
kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertimbangan hukum dalam putusan 
Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang sanksi tindak pidana Kekerasan dalam 
Rumah Tangga, serta bagaimana analisis hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 
terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Sda 
tentang sanksi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian 
kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. 
Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan 
menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum 
kemudian ditarik menjadi data yang lebih khusus yaitu dalam putusan. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, putusan Pengadilan 
Negeri Sidoarjo Nomor: 165/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang kekerasan dalam 
lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan asas legalitas. Majelis hakim 
menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) bulan. Dalam hal ini hukuman yang 
dijatuhkan oleh hakim melebihi dari batasan maksimal pidana yang telah ditentukan 
dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga; Kedua, dalam hukum pidana Islam 
pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga merupakan hukuman takzir. Karena dalam perkara Nomor 
169/Pid.sus/2018/Pn.Sda perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah 
termasuk jarimah penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa. Bentuk 
penganiayaan yang dilakukan dalam kasus ini adalah penganiayaan yang tidak 
sampai menimbulkan luka anggota badan dan menghilangkan manfaatnya, tidak 
menimbulkan luka syajjaj, dan tidak menimbulkan luka jirah. Sehingga pelaku 
jarimah penganiayaan ini dijatuhi hukuman takzir dan ganti rugi yang ditentukan 
oleh ulil amri yakni oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada 
aparat penegak hukum, terutama yang berprofesi sebagai hakim, harus 
mempertimbangkan asas legalitas yang ada. Sebelum memutuskan perkara di 
Pengadilan lebih baik harus melihat fakta yang ada dalam persidangan secara 
keseluruhan. Hal itu betujuan agar majelis hakim dapat lebih bijaksana dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, agar adanya hukuman tersebut dapat 
berdampak yang lebih baik; kedua, untuk masyarakat, terutama dalam berumah 
tangga diharapkan selalu menghormati satu sama lain dan senantiasa menjaga 
keharmonisan keluarga. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kekerasan berkaitan erat dengan sifat agresif makhluk hidup 

termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive. Di samping itu 

terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialis 

dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang 

terjadi di mana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. 

Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang 

dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga 

terjadi dalam ruang domestic (rumah tangga). Pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga didominasi oleh laki-laki, baik suami terhadap istri maupun 

ayah terhadap anak- anaknya. 

Realita sosial menunjukkan, bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga telah mencapai taraf yang memprihatinkan. 

Berbagai media massa (cetak maupun elektronik) banyak memuat 

berita tentang kekerasan suami terhadap istrinya yang bervariasi, 

dan kekerasan orang tua terhadap anak. Pada umumnya 

perempuan, dan anak-anak menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga tersebut. Melalui sarana media massa kita dapat
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menyaksikan informasi atau tayangan tentang istri yang dipukul, diancam 

atau diteror suaminya.1 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah 

bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok 

masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan 

terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian 

dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai 

pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 

rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, 

segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia.2 

Kekerasan dalam rumah tangga belakangan ini mulai marak terjadi, 

namun demikian penyimpangan tersebut dianggap masih wajar oleh 

sebagian keluarga. Korban yang mengalami kekerasan akan cenderung 

menutup diri dan enggan melaporkan kejahatan ini di muka persidangan, 

sebab dalam hal ini korban merasa bahwa penganiayaan yang menimpa 

keluarganya merupakan aib keluarga. Hal semacam ini yang membuat 

                                                           
1 La Jamaa, Hukum Islam dan Undang Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
(Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), 2. 
2 Ibid, hal 56 
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seorang istri tertekan secara batin dan fisiknya yang dapat dikategorikan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga.  

Kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tertera pada pasal 6 

dan pasal 44 Yang berbunyi:3 

Pasal 6: 

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) adalah 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”  

 
Pasal 44: 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.0000.000, 
00 (empat puluh lima juta rupiah). 

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencah2arian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, 
00 (lima juta rupiah).  
 

                                                           
3 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44.  
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Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa, tindakan suami yang 

melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan 

perbuatan yang dilarang oleh syari>’at karena akan mengakibatkan 

kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk 

dalam perbuatan jarimah, Perbuatan jarimah dalam hal ini adalah tindak 

pidana atas selain jiwa, yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain 

yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. 

Tindak Pidana tersebut termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk 

takzir, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada penguasa.4 

Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an maupun 

oleh Hadis disebut sebagai jarimah hudu>d. Adapun tindak pidana yang 

tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an maupun Hadis disebut sebagai 

tindak pidana takzir.5 Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai 

dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:6 

الْمَصْلَحَةِ  مَعَ  يَدوُْرُ  عْزِيْرُ الَتَّ   

“Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan” 

Takzir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah 

yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak 

manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudu>d dan 

                                                           
4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249. 
5 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 163. 
6 Ibid., 166. 
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kafara>t. Karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur’an 

dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.7  

Menurut Imam Qarafi bahwa takzir diperbolehkan melebihi dari 

batasan maksimal hudud dengan syarat mengandung mas}lah}ah. Batasan 

minimal atau maksimal takzir berdasarkan kebijakan atau ijtihad hakim.8 

Dalam surat An Nisa’ ayat 34 : 

 ТالЙجПِالر  Йق ЙونТامЧى وЙلЙاءِ  عЙسПِا النЙبِم  Йف ЙلЧض  ТЧರا 
 ОمТهЙضОعЙى بЙلЙضٍ  ٰ◌ عОعЙا بЙبِمЙوا وТقЙنفЙأ  Оمِن  ОالِهِمЙوОمЙأ ◌ۚ 

 ТاتЙالِحЧالصЙف  УاتЙانِتЙق  УاتЙافِظЙح  ОيЙغОلПِا بِ لЙبِم  ЙفِظЙح 
 ТЧರتِي ۚ◌ اЧاللاЙو  ЙونТافЙخЙت  ЧنТهЙوزТشТن  Йف ЧنТوهТعِظ 

 ЧنТوهТرТجОاهЙاجعِِ  فِي وЙضЙمОال  ЧنТوهТرِبОاضЙو ◌ۖ  ОإِنЙف 
 ОمТكЙنОعЙطЙأ  ЙلاЙوا فТغОبЙت  ЧهِنОيЙلЙع  КبِيلاЙس ◌ۗ  Чإِن  ЙЧರا  ЙانЙك 

   كЙبِيرКا عЙلِيШا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atau 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang 
shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 
 

                                                           
7 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140. 
8 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, cet. VI (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2006), 154. 
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Maksud dari ayat di atas yaitu orang yang melanggar perbuatan 

kekerasan dalam rumah tangga, sebaiknya dinasehati ataupun diingatkan, 

perbuatan tersebut dalam Islam dipidana dangan takzir.  

Seperti kasus yang terjadi pada juli 2017 di Jalan Perum Bukit 

Residen 1 Blok A No. 14 Kel. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. 

Pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pid.Sus/2018/ 

PN.Sda. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga yang bernama Ir. Haryono berusia 53 tahun adalah suami sah 

dari Sulistyowati yang merupakan istri dari pelaku. Majelis hakim 

memutus terdakwa dengan pertimbangan pasal 44 ayat (4) dengan 

hukuman 5 (lima) bulan, Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan 

pertimbangan pasal 44 ayat (4) dengan hukuman 6 (enam) bulan dengan 

masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, sementara di dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, 00 (lima juta 

rupiah). 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dikarenakan hakim kurang mempertimbangkan asas legalitas yang 

ada dalam kasus tersebut. Sesuatu perbuatan yang bagaimanapun harus 
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dicela, tidaklah dihukum, jika tidak dari semula sudah diadakan larangan 

oleh atau atas kuasa Undang-undang.9 

Dalam hukum Pidana Islam, Tuhan tidak menjatuhkan hukuman 

kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui 

Rasulnya, maka mengikuti nash-nash di atas jelaslah bahwa dalam Islam 

tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tiada pidana tanpa 

peringatan.10 

Maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul yakni 

tentang kasus tindak pidana kekerasan fisik suami terhadap istri dengan 

judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Positif Terhadap Tindak 

Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari paparan latas belakang di atas, penulis mengidentifikasikan 

inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut: 

1. Deksripsi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam 

putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. 

2. Tindak kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hukum 

Islam. 

                                                           
9 R. Tresna, Asas- Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Tiara Lta, 1959), 34 
10 Ibid, 97 
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3. Perbedaan sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. 

4. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam 

putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. 

5. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim 

tentang kekerasan dalam rumah tangga. 

6. Analisis hukum pidana terhadap sanksi pidana kekerasan dalam rumah 

tangga dalam putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diyatas, maka yang menjadi 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim 

tentang kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. 

D. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas, agar penelitian ini terarah maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 

hakim dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang 

kekerasan dalam rumah tangga? 
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2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana tentang 

kekerasan dalam rumah tangga? 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulang atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah 

ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skirpsi yang 

mengangkat tema tentang kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya: 

1. Skripsi yang disusun oleh Azhalia Anindita Harnasari, yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhdap Putusan Tindak Pidana 

Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga Studi Putusan 

PN Tinggi Medan Nomor.394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn”. Skripsi tersebut 

memuat mengenai hukuman yang dilakukan oleh hakim dalam 

memutus perkara dengan menerapkan pasal 45 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga dengan hukuman penjara 5 (lima) bulan, Hal tersebut 

jika dikaitkan dengan hukum Islam termasuk dalam jarimah takzir.11 

2. Skripsi yang disusun oleh Dian Rachmawati, yang berjudul “Hukuman 

Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh 

                                                           
11 Azhalia Anindita Harnasari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak 
Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga; Studi Putusan Pengadilan 
Tinggi Mendan No.394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn”(Skirpsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2016). 
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Jina>yah Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 

65/Pid.B/2012/PN.Sda”, Skripsi tersebut memuat mengenai hukuman 

yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dengan 

menerapkan pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan 

hukuman penjara 6 (enam) bulan, sedangkan dalam hukum islam 

dikenakan hukuman diya>t sebesar 33 ekor unta.12 

3. Skripsi yang disusun oleh Feri Musliminarti, yang berjudul “ 

Penelantaran orang dalam lingkup Rumah Tangga dalam perspektif 

Fiqh Jina>yah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Nomor: 488/Pid.B/2013/PN.Sda”. Skripsi tersebut 

memuat tentang penelantaran orang yang dilakukan dalam lingkup 

rumah tangga, yang diputus oleh hakim dengan hukuman penjara dalam 

kurun waktu 5 (lima) bulan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan hukum 

Islam termasuk dalam jarimah takzir.13 

Berdasarkan judul skripsi tersebut, terdapat perbedaan antara 

skripsi yang penulis sampaikan dengan skripsi di atas, Inti dalam skripsi ini 

adalah tentang kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, 

                                                           
12 Dian Rachmawati, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Perspektif Fiqh Jinayah; Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 
No.65/Pid.B/2012/PN.Sda”(Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
13 Feri Musliminarti, Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Prespektif 
Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Putusan PN 
Sidoarjo/488/Pid.B/2013/PN.Sda‛(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
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yang mana dalam putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, majelis 

hakim dalam menjatuhkan hukuman yang menjadi poin penting ialah asas 

legalitas yang harus diperhatikan. 

Hal tersebut dapat kita lihat dari pidana yang dijatuhkan kepada 

terdakwa yang tertuang dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 

Tahun 2004 telah melebihi dari batasan yang telah ditentukan. Selain itu, 

dalam skripsi ini juga membahas tentang sanksi dalam hukum pidana Islam 

terhadap tindak pidana tersebut. 

Dari uraian di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perbedaan 

skripsi yang penulis sampaikan dengan skripsi yang ada di atas yaitu dalam 

skripsi ini lebih menekankan putusan hakim yang harus mengutamakan dan 

mempertimbangkan asas legalitas serta menganalisis sanksi yang ada 

dalam hukum pidana Islam terkait putusan tersebut. Akan tetapi hal yang 

sama dalam skripsi ini dengan skripsi di atas adalah poin yang menjadi 

acuan sama yaitu kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah 

tangga. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai peneliti 

melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah 

yang ditulis diyatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap 

pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, bagi pelaku tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga. 

b. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi 

pidana dalam putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN>.Sda. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat 

diambil dari penelitian ini yaitu: 

a. Aspek Teoritis 

1) Dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta pemikiran untuk 

menambah pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum 

pidana Islam. 

2) Dapat menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai 

pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang kekerasan dalam rumah 

tangga 

b. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada 

kepolisian, kejaksaan, dan peradilan untuk memberikan kepastian 

hukum guna mewujudkan hukum yang adil ditengah masyarakat. 
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang penulis maksud bertujuan untuk 

mempermudah pembaca untuk memahami maksud dalam skripsi ini. 

Definisi operasional terdiri dari istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat 

dalam judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Putusan Pengadilan Negeri 

Sidoarjo Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang Sanksi Hukuman 

terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga”. Penulis menguraikan tentang 

pengertian dari judul sebagai berikut: 

1. Hukum pidana Islam yaitu sebuah peraturan yang didalamnya 

mengatur berbagai perbuatan ataupun tindakan, apabila perbuatan 

tersebut dilanggar akan mengakibatkan hukuman yang disebut h{add 

(hukuman yang ditetapkan oleh Allah) atau takzir (hukuman yang 

belum ditetapkan oleh shara’) yang ditujukan kepada setiap mukalaf 

atau orang yang sah untuk dibebani kewajiban dalam Islam, dalam hal 

tersebut selalu berpedoman dengan Al-Qur’an dan hadits serta dalil-

dalil hukum. Menurut Imam Qarafi hukuman diperbolehkan takzir 

melebihi dari batasan maksimal h{}udud dengan syarat mengandung 

maslah}ah.14 

                                                           
14 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, cet. VI (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2006), 154. 
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2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga.15 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penggolongan jenis penelitian hukum adalah berdasarkan 

berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum dilakukan.16 Jenis 

penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library reseacrh), yaitu 

penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku 

hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek 

penelitian.17 Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum positif dan 

hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. 

                                                           
15 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1.  
16 Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), 9. 
17 Soerono Soekamto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001), 13. 
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2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 

dua yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki 

otoritas (outhority), artinya bersifat mengikat.18 Sumber data yang 

digunakan oleh peneliti adalah: 

1) Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap 

sumber primer.19 Sumber data ini bersifat tidak langsung yang 

bersifat sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian baik 

berupa buku, jurnal dan lain sebagainya. Data yang dimaksud antara 

lain: 

1. Bambang Sugono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali 

Press. 2016. 

2. A. Djazuli, Fiqh Jinayah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000. 

                                                           
18Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), 52. 
19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23. 
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3. Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Renika 

Cipta. 2010. 

4. La Jamaa Hadijah. Hukum Islam dan Undang Undang Anti 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surabaya: PT Bina Ilmu. 

2013. 

5. Ahmad Wardi Muslich. Pengantar Dan Asas Hukum Pidana 

Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. 

6. Irfan & Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah. 2014. 

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penulisan data yang penulis gunakan yaitu teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah menggali data-data terkait 

masalah yang dijadikan bahan skripsi seperti: buku, surat kabar, 

transkip dan hal lain yang dapat dijadikan rujukan. Dalam penelitian ini 

teknik dokumentasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. tentang kekerasan fisik yang terjadi dalam 

lingkup rumah tangga. diyatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004. Hal lain yang dapat dijadikan rujukan berupa karya tulis 

ilmiah ataupun buku hukum terkait masalah yang penulis teliti. 
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4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Editting, yakni meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk 

mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpulan data, 

kejelasan makna, kesesuaian dan keberagaman suatu data.20 Yang 

berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 

berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 

Tangga. 

b. Classifying (klasifikasi), Teknik classifying (klasifikasi) adalah 

penyusunan data yang dilakukan secara berurutan.21 Seperti halnya: 

Peraturan dalam perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan 

buku ataupun karya tulis terkait dengan tindak pidana kekerasan 

fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. 

c. Conclusion (kesimpulan), teknik conclusion (kesimpulan) adalah 

gambaran yang dilakukan dengan cara analisis.22 Yakni 

menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 

375/Pid.Sus/PN.Mjk dengan cara menganalisis menurut tinjauan 

hukum pidana Islam dan hukum posisif melalui peraturan 

                                                           
20 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 
2016), 125-126. 
21 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72. 
22 Ibid., 72. 
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perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjawab 

rumusan masalah. 

5. Teknik Analisis Data 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

yang berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah 

menggambarkan permasalahan terkait kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga secara umum dengan berdasar pada fakta yang ada dalam 

putusan sehingga penulis dapat memahami dan menganalisis masalah 

yang ada dalam putusan tersebut yaitu adanya ketidaksesuaian asas 

legalitas.23 Kemudian penulis analisis dalam hukum Pidana Islam 

terkait sanksi hukuman yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana 

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda.  

Penulis menganalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. 

Pola pikir deduktif tersebut meliputi teori yang akan digunakan dalam 

analisis yang bersifat umum terkait kekerasan fisik yang terjadi dalam 

lingkup rumah tangga. Bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan 

menganalisis hukum pidana Islam menggunakan teori jarimah takzir 

                                                           
23 Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1993). 
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tentang putusan yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami oleh 

pembaca mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika 

skripsi sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan dan manfaat peneltian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang teori jarῖmah takzir, kemudian 

mengemukakan tentang pengertian, macam-macam dan dasar hukum 

jarῖmah takzir tentang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. 

Bab ketiga adalah data penelitian, yang merupakan pemaparan 

putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN. Sda. Pembahasan pada bab ini 

meliputi: (1) deskripsi kasus, (2) dakwaan, (3) tuntutan jaksa penuntut 

umum, (4) putusan dan (5) pertimbangan hakim. 

Bab keempat adalah analisa penelitian yang pembahasannya 

meliputi: (1) analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
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sanksi pidana dalam putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, bagi 

pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

Bab lima merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang 

memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah beserta saran-saran. 
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BAB II 
KAJIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
 

A. Tindak Pidana Penganiayaan 

1. Definisi Penganiayaan 

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencedarai orang 

lain.24 Dalam hukum Islam, penganiayaan adalah dengan sengaja 

melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cidera atau cacat pada 

seseorang yang terkena perbuatan itu.25 

Pengertian lain mengenai penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang 

dilakukan dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata 

penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata 

mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun 

tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa 

wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan 

ini kini terbatas wujud tujuan (oogmark), tidak seperti unsur kesengajaan 

dari pembunuhan.26 

                                                           
24 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33. 
25 Madjloes, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Jakarta: CV Amalia, 1980), 15. 
26 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tinda Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika 
Aditama, 2010), 68. 
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2. Unsur-unsur Penganiayaan 

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:27 

a. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai). 

b. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang, dan lain-lain). 

c. Adanya obyek yang dilukai (tubuh orang lain). 

d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh/rasa sakit). 

Dalam buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan 

menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:28 

a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 

b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau 

c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang tersebut harus 

mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan untuk rasa sakit pada 

orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun 

untuk merugikan kesehatan orang lain. 

Demikian pula dengan tindak pidana penganiayaan. Seseorang dapat 

dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak 

pidana penganiayaan jika orang tersebut terbukti melakukan hal tersebut 

dan unsurnya memenuhi. 

                                                           
27 M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), 177. 
28 Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132. 
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3. Sanksi Jarimah Penganiayaan 

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku 

penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukum. 

Maksud pokok hukuman adalah untuk memeluhara dan menciptakan 

kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, 

karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberi petunjuk dan 

pelajaran kepada manusia. 

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu 

menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan 

memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini taat kepada-

Nya. 

Jenis-jenis hukuman pada pelaku penganiayaan: 

a. Hukuman qisas 

Hal ini diberlakukan qisas atau balasan setimpal itu memang dapat 

dilakukan atau dan mengurangi. Apabila seseorang memotong anggota 

badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas 

penganiayaan yang merusakkan anggota badan yaitu penganiayaan yang 

dilakukan dengan memakai alat yang dapat melukai korbannya. Tetapi 

apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat 

yang tidak melukai atau karena untuk memberikan pengajaran, maka 

perbedaan fukaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat 
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qisas dan sebagian lagi tidak. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. al-

Baqarah ayat 194):29 

                                                

                                 

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang 

dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa 

menyerang kamu, maka serang dia setimpal dengan serangannya 

terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

beserta orang-orang yang bertakwa”. 

Adapun penghalang-penghalang qisas yang telah digariskan syariat 

untuk diganti dengan diyat adalah sebagai berikut: 

1) Al-ubuwwah: maksudnya pelaku jinayah adalah bapak dari korban 

tersebut. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Salallahu’alaihi 

wasalam: dari Umar bin Khaththab radhiallahu’anhu, ia berkata: 

“aku mendengar Rasulullah Salallahu’alaihi bersabda, “bapak tidak 

boleh diqisas pada jinayah terhadap anak”. 

2) Yang bersangkutan memberikan maaf dan rela dengan diyat. Allah 

Ta’ala berfirman: “maka barang siapa yang mendapat suatu 

pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti 

dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 

(diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. 

Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Rabb kamu dari suatu 

 
29 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: TB Lubuk 

Agung, 1971). 
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rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka 

baginya siksa yang sangat pedih. 

3) Tidak sekufu’, maksudnya tidak sepadan antara al-jani (pelaku) dan 

al- majny’alaihi (korban). Yang dimaksud sekufu’ di sini menurut 

Jumhur Ulama’ ialah dalam dua hal, yang Pertama, huriyyah (status 

merdeka atau budak), dan yang Kedua adalah status agama. 

4) Ketidaksengajaan (al-katha’) atau bahkan menurut Syafi’iyah dan 

Hanabilah pada kasus syibhul ‘amdi (mirip disengaja) termasuk 

dalam penghalang qisas. 

b. Hukuman Diyat 

Yang dimaksud dengan hukuman diyat adalah sejumlah harta dalam 

ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman diyat merupakan harta 

yang diberikan kepada korban, bukan kepada pembendaharaan (kas) 

negara.30 
Diyat berlaku apabila hukuman qisas terhalang, karena suatu 

sebab. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt (Q.S. an-

Nisa’ ayat 92): 

                                                 

                                                

                                                

                                               

                

 
30 Abdul Qadir Audah, Ensiklope ..., 71. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

 
 

    
     

    
   

   
     
   

   
     

    

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa 
membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) hendaklah ia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar 
diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika 
keluarga mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. 

Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang 

tidak dapat dikenakan hukuman qisas dan tidak dapat pula diukur 

dengan diyat yang ditetapkan, dikenakan lain seperti dipenjara untuk 

masa tertentu yang berimbang dengan kejahatannya. 

 

B. Pengertian Jarimah takzir 

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. 

Namun, takzir dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang 

bersifat mendidik, yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai h}add dan tidak 

pula harus membayar kaf>arat atau diya>t.31 Pelaksanaan hukuman takzir, 

seperti tindakan yang berhubungan dengan Tuhan maupun hak pribadi antar 

manusia, hukuman yang dijatuhkan tetap kepada penguasa yang mempunyai 

wewenang untuk menghukumnya32. Dalam menjatuhkan hukuman, yang 

                                                           
31 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10. 
32 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum …, 13. 
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berupa hukum takzir hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku 

kejahatan yang belum ada aturannya, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan 

yang menghendakinya.33 

Landasan dan penentuan hukuman takzir didasarkan pada Ij{ma>’ 

(konsensus) berkaitan seorang muslim yang melakukan kriminalisasi dan 

menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian 

atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau 

masyarakat secara keseluruhan.34 

C. Macam-Macam Jarimah Takzir 

Abd al-Qadir Awdah mengklasifikasikan jarimah takzir dalam tiga 

bagian, yaitu35 : 

a. Jarimah h{udu>d dan qis{a>s{ diya>t, yang masih mempunyai unsur 

subhat atau tidak memenui syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai 

perbuatan maksiat.  

b. Jarimah takzir yang jenis jarimahnya ditentukan dalam nash, akan tetapi 

untuk sanksi masih ditentukan oleh shar’i>, yang akan dilimpahkan kepada 

penguasa, seperti halnya sumpah palsu. 

c. Jarimah takzir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang 

pengusa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak 

                                                           
33 A. Djazuli, Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Bani 
Quraisy, 2004), 48. 
34 Topo Santoso, Membumikan Hukum…, 23. 
35 Ibid., 13. 
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menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap 

peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan peraturan-peraturan pemerintah 

lainnya. 

Berdasarkan hak yang dilanggar, klasifikasi Jarimah takzir dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu:36 

1) Jarimah takzir, seperti halnya tindakan yang berhubungan dengan 

masyarakat atau kepentingan umat. merusak fasilitas umum, melakukan 

penyelundupan barang dan lain-lain. 

2) Jarimah takzir, yang berhubungan dengan hak individu. Seperti tindakan 

yang saling merugikan orang lain, penipuan, pencemaran nama baik, dan 

lain sebagainya. 

Abdul Aziz Amir berpendapat tentang pembagian jarimah takzir yang 

lebih rinci, diantaranya adalah sebagai berikut :37 

1) Jarimah Takzir yang berkaitan dengan pembunuhan 

Dalam Islam pembunuhan diancam dengan hukuman mati atau 

disebut qis{a>s{. akan tetapi ada pengecualian, jika keluarga (korban) yang 

ditinggalkan memaafkan pelaku atas perbuatannya maka hukuman yang 

diberikan bukanlah qis{a>s{, melainkan diyat. Dan jika dengan hukuman 

diyat Keluarga dari korban memaafkan maka yang berhak memberi 

                                                           
36 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 352. 
37 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 13 
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hukuman diserahkan kepada ulil amri dengan hukuman yang layak dan 

sebanding. 

2) Jarimah takzir berkaitan dengan perlukaan. 

Pada jarimah perlukaan hukuman qis{a>s} juga dapat digabungkan 

dengan hukuman takzir. Sebab qis{a>s} merupakan hak adami dan takzir 

merupakan imbalan atas perbuatannya yang ditujukan kepada masyarakat. 

Dalam hal dikenakan takzir apabila pelaku penganiayaan telah dimaafkan 

oleh keluarga korban atau bisa pula apabila ada suatu halangan yang 

menyebabkan qisas tidak bisa dilaksanakan. 

3) Jarimah takzir yang berhubungan dengan tindak pidana yang merusak 

kehormatan sesama manusia. 

Yang termasuk dalam kategori jarimah ini adalah jarimah zina, 

jarimah menuduh orang berbuat zina, dan jarimah penghinaan. Jarimah 

perzinaan yang dapat dijatuhi hukuman takzir merupakan jarimah yang 

tidak memenuhi syarat jika dijatuhi hukuman berupa had. Hal tersebut tidak 

dapat dilakukan had karena pelaku, tindakan, dan tempatnya masih belum 

jelas. 

4) Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta. 

Dalam hal jarimah ini adalah jarimah pencurian dan perampokan. 

Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syarat telah dipenuhi maka pelaku 

akan dikenakan hukuman hadd. Namun apabila syarat-syarat dalam jarimah 

tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had melainkan 

dikenakan hukuman takzir. Dalam hal jarimah yang dikenakan takzir adalah 
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percobaan pencurian, pencurian, pencurian yang tidak mencapai batas 

nisha>b, mengghasab, dan perjudian. 

5) Jarimah takzir yang ada hubungannya dengan kemasalahatan ataupun 

kepentingan perorangan. 

Dalam hal jarimah ini termasuk kategori antara lain seperti saksi 

palsu, memberikan keterangan yang tidak benar dimuka persidangan, 

menyakiti hewan, ataupun memasuki halaman rumah tanpa sepengatuhan 

pemilik rumah. 

6) Jarimah takzir yang ada hubungannya dengan kepentingan ataupun 

kemasalahatan antar umat (bersama). 

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah yang meresahkan 

masyarakat selain itu juga memberi dampak yang sangat merugikan.Jarimah 

tersebut seperti, tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi, pembangkangan 

atau perlakuan kasar terhadap pemerintahan, merusak fasilitas umum, dan 

aparat penegak hukum yang menjalankan tugas tetapi melanggar peraturan. 

D. Macam-macam Sanksi Takzir 

Dalam hukum pidana Islam takzir merupakan salah satu bentuk 

hukuman bagi seorang yang melakukan jarimah. Takzir dibagi dalam tiga 

bagian. Pertama, jarimah h}udu>d dan qis{a>s}, sebagaimana aturannya telah 

ditetapkan dalam al-Qur’an maupun hadits, akan tetapi unsur unsur yang ada 

belum terpenuhi. Kedua, jarimah yang sudah ada dalam al-Qur’an maupun 

hadits akan tetapi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak disebutkan. 
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Ketiga, Jarimah yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa.38 Hukuman 

takzir dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan anggota badan 

Hukuman takzir yang berkaitan dengan anggota badan, dibedakan 

menjadi dua: hukuman mati dan cambuk 

a. Hukuman Mati 

Mazhab hanafi membolehkan hukuman mati apabila 

perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang dan dapat membawa 

kemaslahatan bagi masyarakat.39 Kalangan Malikiyah dan sebagaian 

Hanabilah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir 

tertinggi. Sedangkan menurut sebagian Syafi’iyah hukuman mati 

dibolehkan, seperti dalam kasus homoseks dan penyebaran aliran-aliran 

sesat yang menyimpang dari al-Qur’an dan as Sunnah. 

b.  Hukuman Cambuk 

Dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk 

menetapkan jumalh cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, 

situasi, dan tempat kejahatan. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam 

jarimah takzir adalah untuk memberikan pelajaran (pendidikan) agar 

tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut dilain hari. Apabila pelaku 

kejahatan tersebut laki-laki, baju yang dipakai harus dibuka jika cambuk 

sampai ke kulit. Sedangkan, apabila pelaku kejatan tersebut adalah 

                                                           
38 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh …, 142. 
39 Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadlan 
(Bogor:Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249-250. 
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perempuan, harus menggunakan pakaian, supaya tidak terlihat auratnya. 

Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan farji 

tetapi harus diarahkan ke punggung. Hal ini dikhawatirkan dapat 

menyebabkan pelaku cacat atau bahkan bisa meninggal dunia.40 

2. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

Mengenai hal ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu:  

a. Hukuman penjara  

Ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-h{absu dan al-

sijn yang keduanya bermakna al-man’u, yaitu mencegah atau menahan. 

Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-h{absu: “menahan seseorang untuk tidak 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik dirumah, masjid, 

maupun tempat lain”.41 Adapaun mengenai hukuman penjara terbagi 

menjadi dua macam. Yang pertama hukuman penjara terbatas yaitu 

hukuman yang dibatasi lamannya hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan 

kedua hukuman tidak terbatas yaitu hukuman yang berlaku sepajang 

hidup, sampai mati atau sampai terhukum bertaubat. 

b. Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang 

dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap 

                                                           
40 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 100. 
41 Ibnu Humam, Fath Al-Qadir, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), jilid 4, 113. 
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masyarakat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman 

pengasingan, berikut ini pendapat para ulama:42 

1) Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa: pengasingan ialah 

menjauhkan pelaku dari negeri Islam ke non-Islam.  

2) Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya 

dibuang dari satu kota ke kota lain”. Imam al-Asyafi’i berpendapat 

bahwa “jarak kota asal dengan kota pengasingan seperti jarak 

perjalanan shalat qashar. Maksud pembuangan itu adalah untuk 

menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.  

3) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, 

pengasingan itu artinya dipenjarakan. 

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan di 

kalangan fuqaha. Namun demikian, mereka berpendapat sebagai 

berikut: 

1) Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh 

lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan jarimah 

zina yang merupakan hukuman hadd.  

2) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih dari 

satu tahun, sebab ini merupakan hukuman takzir, bukan hukuman 

hadd. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, 

                                                           
42 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2000), 210. 
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mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal 

itu kepada pertimbangan penguasa.43 

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta 

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil 

harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya 

menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat 

diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk 

kepentingan yang mengandung maslahat.  

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman takzir ini dibagi menjadi 

tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, 

sebagai berikut:44 

a. Menghancurkannya (al-Ithlaf), yakni penghancuran harta berlaku untuk 

benda-benda yang bersifat mungkar. Contohnya menghancurkan tempat 

minum khamar. 

b. Mengubahnya (al-Taghyir), hukuman takzir berupa mengubah harta 

pelaku antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan 

cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. 

c. Memilikinya (al-Tamlik), yakni disebut juga dengan hukuman denda, 

berupa pemilikan harta pelaku, antara lain keputusan khalifah Umar 

yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang 

temuan. 

                                                           
43 Ibid., 107. 
44M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: AMZAH, 2016), 158-159. 
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Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang 

menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang milik orang lain 

dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda, yaitu denda yang 

telah dipastikan kesempurnaannya yakni denda yang mengharuskan 

lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah, dan denda yang 

tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang ditetapkan 

berdasarkan ijtihad hakim yang disesuaikan dengan berat ringannya 

pelanggaran yang dilakukan. Selain denda, hukuman takzir yang berkaitan 

dengan harta adalah penyitaan atau perampasan.45 

E. Hukuman takzir dalam bentuk lain 

Selain saksi takzir yang disebutkan diyatas, terdapat beberapa sanksi 

takzir lainnya, antara lain:46 

1. Hukuman peringatan keras 

Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan 

dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan pengadilan. Hal ini 

dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 

pelaku belum memasuki tingkatan yang amat berbahaya. 

2. Dihadirkan di hadapan sidang  

Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup 

membahayakan maka pelaku dapat dipanggil kehadapan sidang untuk diberi 

                                                           
45 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 169. 
46 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,  
2005), 268. 
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peringatan langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu sudah cukup 

merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa 

takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau atau pengadilan.  

3. Nasihat 

Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila 

ia lupa, dan mengajarinya apabila ia tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan 

untuk pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena 

kebiasaan melainkan karena kelalaian.47 

4. Celaan 

Para ulama’ menyebutkan bahwa pemberian sanksi takzir berupa 

celaan ini dapat diucapkan di dalam maupun di luar persidangan, akan tetapi 

lebih tepat jika dilakukan di dalam persidangan.48 Sanksi ini pada umumnya 

dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan pengendalian diri, bukan 

karena kebiasaannya melakukan kejahatan, akan tetapi ia hanya tergelincir 

saja dan tidak sering terjadi49 

5. Pengucilan  

Pengertian dari hukuman pengucilan adalah melarang masyarakkat 

berhubungan dengan si pelaku jarimah. Sanksi takzir yang berupa 

pengucilan ini diberlakukan bila dipandang membawa kemaslahatan bagi 

masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut. 

                                                           
47 Ibid., 269 
48 Ibid., 270. 
49 A. Djazuli, Fiqh Jinayah. . ., 212. 
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6. Pemecatan  

Yang dimaksud dengan pemecatan (al-‘azl) adalah melarang 

seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau memberhentikannya atau 

menurunkan dari suatu jabatan atau tugas tertentu. Sanksi takzir yang 

berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap 

pegawai yang melakukan jarimah, seperti para pegawai yang menghianati 

tugas yang dibebankan kepadanya.50 

7. Pengumuman kesalahan secara terbuka 

Dasar hukum hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar terhadap 

seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak 

keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah 

seorang saksi palsu. Pada masa dahulu, penerapan hukuman ini dilakukan 

dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana di tempat umum, seperti 

pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pada masa sekarang 

hukuman ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat kabar 

atau menempelkan pengumuman tersebut di tempat-tempat umum. 

F. Tujuan Sanksi Takzir 

Tujuan utama sanksi takzir adalah sebagai preventif dan represif serta 

kuratif dan edukatif. Atas dasar ini takzir tidak boleh membawa kehancuran. 

Berikut tujuan diberlakukannya sanksi takzir yaitu sebagai berikut:51 

                                                           
50 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005), 271 
51 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah. . ., 142. 
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1. Preventif (pencegahan) 

Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi takzir 

harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai 

hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama 

dengan perbuatan pelaku yang dijatuhi hukuman.  

2. Represif (membuat pelaku jera) 

Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi takzir 

harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga dia tidak lagi 

melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir.52 

3. Kuratif (islah) 

Sementara itu, yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah 

bahwa sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan pelaku 

terhukum dikemudian hari.  

4. Edukatif (pendidikan) 

Selain fungsi kuratif juga terdapat fungsi edukatif, yang dimaksud 

fungsi edukatif adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan 

hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk lebih baik, sehingga 

ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut terhadap 

hukumannya melainkan semata-mata karena tidak menyukai kejahatan 

tersebut.53 

                                                           
52 A. Djazuli. Fiqh Jinayah. . ., 186. 
53 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

39 
 

BAB III 
DESKRIPSI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA 
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO 

NOMOR 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda 
 

A. Deskripsi Kasus 

1. Identitas Pihak 

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 169/Pid.Sus/2018/ 

PN.Sda, tentang tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 

Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Ir. Haryono, laki-laki 

berkebangsaan Indonesia yang lahir di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 

1 Juli 1964, terdakwa tinggal di Perum Bluru Kidul I Blok A No.14 

Kel.Bluru Kidul RT.10 RW.01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, 

beragama islam dan pekerjaan sehari-hari bekerja swasta di PT Gama Inti 

Samudra.54 

2. Kronologi Kasus 

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 juli 2017 sekitar pukul 06.00  

WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2013, 

bertempat di Perum Bukit Residen 1 Blok A No. 14 Kel. Bluru Kidul Kec. 

Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk 

                                                           
54 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, 1. 
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dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo telah terjadi perbuatan 

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ir haryono. 

 Awal mula terjadi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga yang dilakukan oleh Ir. Haryono pada hari Rabu tangal 26 Juli 2017 

sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Perum Bukit Residen 1 Blok A No. 

14 Kel. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Saat Sulistyowati 

menanyakan uang gaji bulanan yang tidak pernah diserahkan kepadanya, 

lalu Ir. Haryono menjawab bahwa uang gaji tidak ada selanjutnya 

Sulistyowati kembali bertanya kalau uang gajinya sudah tidak ada lalu 

kemana selanjutnya Ir. Haryono emosi langsung marah-marah hingga 

terjadi cekcok mulut antara Ir. Haryono dengan Sulistyowati berikutnya Ir. 

Haryono dengan menggunakan tangan kanan memukul Sulistyowati 

mengenai lengan tangan kiri Sulistyowati, lalu Ir. Haryono dengan 

menggunakan kedua tangannya mencekik leher Sulistyowati dan menggigit 

tangan kirinya yang selanjutnya Ir. Haryono mendorong Sulistyowati 

hingga terjatuh di lantai teras rumah kemudian Ir. Haryono dengan 

menggunakan kaki sebelah kanan menginjak tangan kiri Sulistyowati, yang 

mana kemarahan Ir. Haryono tersebut mereda setelah ia dilerai atau dipisah 

oleh anaknya yaitu Lucky Sulistyo Ramadhan dan Saksi Dwiki Arisandi 

Listyanto yang mana saat dilerai atau dipisah, Ir. Haryono sempat menggigit 

tangan Saksi Lucky Sulistyo Ramadhan.55  

                                                           
55 Ibid, 5 
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B. Pembuktian 

Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun 

secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan bahwa 

perkara itu masuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam 

Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Sedangkan fakta yang terjadi dalm kasus ini selama proses persidangan secara 

berurut antara lain:  

1. Keterangan Saksi-Saksi 

a.  Saksi Sulistyowati 

Ia adalah Istri sah dari Ir. Haryono, sesuai kutipan akta Nikah 

Nomor: 120 /47/VIII/86 tanggal 20 Agustus 1986, dan merupakan 

korban dalam kasus ini. 

Menerangkan saat ini saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa 

(kondisi rumah tangganya baik-baik saja) bersama anaknya yang 

bernama Lucky Sulistyo Ramadhan sedangkan anaknya yang lain di luar 

kota.  

Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 

jam 06.30 Wib. Saat Saksi Sulistyowati menanyakan uang gaji bulanan 

yang tidak pernah diserahkan kepada saksi yang selaku istri namun 

terdakwa menjawab bahwa uang gaji tidak ada selanjutnya selanjutnya 

saksi Sulistyowati mendesak terus kalau uang gajinya sudah tidak ada 
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lalu kemana selanjutnya karena emosi terdakwa dengan menggunakan 

tangan kanan mencekik leher Saksi Sulistyowati hingga Saksi 

Sulistyowati terjatuh di lantai teras rumah di mana kaki kanan terdakwa 

menginjak tangan kiri Saksi Sulistyowati yang mana kejadian tersebut 

dilerai oleh anaknya yaitu Saksi Lucky Sulistyo Ramadhan. 

Setelah kejadian itu terjadi, keesokan harinya Sulistyowati 

melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polsekta 

Sidoarjo tertanggal 26 Juli 2017 namun dengan adanya kejadian tersebut 

saksi masih dapat melakukan kegiatan atau aktifitas saya sehari-hari 

sebagai ibu rumahtangga. 

Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sulistyowati 

dan Saksi Sulistyowati telah memberi maaf kepada terdakwa.56 

b. Saksi Lucky Sulistyo Ramadhan 

Ia adalah anak kandung dari Sulistyowati dan Ir. Haryono, ia 

menerangkan pada hari Rabu tangal 26 Juli 2017, sekitar Jam. 06.30 

Wib. di Perum Bukit Residen 1 Blok A No. 14 Kel. Bluru Kidul Kec. 

Sidoarjo Kab. Sidoarjo, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terhadap 

ibu kandung saksi sendiri yaitu Sulistyowati sedangkan pelakunya 

adalah ayahnya yaitu Ir. Hariyono. 

                                                           
56 Ibid, 7. 
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Ia menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh ayahnya 

dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik 

leher ibunya yakni Sulistyowati hingga ibunya terjatuh di lantai teras 

rumah di mana kaki kanan terdakwa menginjak tangan kiri Saksi 

Sulistyowati yang mana kejadian tersebut dilerai oleh ia sendiri. 

Bahwa Saksi Lucky Sulistyo Ramadhan menerangkan kejadian 

tersebut bermula pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 jam 06.30 Wib. 

saat itu ibunya yakni sulistyowati menanyakan uang gaji bulanan yang 

tidak pernah diserahkan kepada ibu saksi namun ayahnya menjawab 

bahwa uang gaji tidak ada selanjutnya ibu saksi mendesak terus kalau 

uang gajinya sudah tidak ada lalu kemana selanjutnya karena emosi 

terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher Saksi 

Sulistyowati hingga Saksi Sulistyowati terjatuh di lantai teras rumah di 

mana kaki kanan terdakwa menginjak tangan kiri Saksi Sulistyowati. 

Bahwa Saksi Lucky Sulistyo Ramadhan menerangkan dengan 

adanya kejadian tersebut ibu saksi masih dapat melakukan kegiatan atau 

aktifitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.57 

2. Keterangan Terdakwa 

Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari rabu tangal 26 Juli 2017, 

sekitar Jam. 06.30 Wib. di Perum Bukit Residen 1 Blok A No. 14 Kel. Bluru 

                                                           
57 Ibid, 8. 
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Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, terdakwa telah melakukan kekerasan 

fisik terhadap istri sah terdakwa yang bernama sdr. Sulistyowati, yang masih 

terikat oleh tali pernikahan yang sah. 

Bahwa terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan sdr. 

Sulistyowati merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 

hari rabu tanggal 26 Agustus 1986 di Kantor KUA Bondowoso dan dari 

hasil pernikahan tersebut memiliki empat orang anak yang bernama 

sdr.Rifani Ardi Sulistyono Erwinsyah Umur 30 tahun, sdr. Dwiki Arisandi 

Listyanto, Umur 23 tahun, sdr. Dhimas Mahardika Listyono (almarhum) 

umur 19 tahun, dan sdr. Lucky Sulistyo Ramadhan Umur 18 tahun. 

Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh 

terdakwa dengan cara mencekik leher istrinya dengan tangan kanannya 

yang selanjutnya terdakwa mendorong istrinya hingga terjatuh di lantai teras 

rumah. 

Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu sdri. Sulistyowati (istri 

terdakwa) sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dan 

menendang alat kelamin terdakwa dan juga mendorong tubuhnya ; 

Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan kekerasan tersebut secara 

spontanitas saja, kejadiannya bermula pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 

jam 06.30 Wib. saat itu istri terdakwa menanyakan uang gaji bulanan yang 

menurut istrinya tidak pernah terdakwa serahkan kepada istrinya dan 
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terdakwa menjawab bahwa uang gaji tidak ada selanjutnya istrinya kembali 

mendesak kalau uang gajinya sudah tidak ada lalu kemana sehingga 

terdakwa pun marah lalu terjadi cek cok mulut hingga terjadi kekerasan fisik 

tersebut.  

Benar terdakwa menerangkan tidak memberikan uang gajinya 

kepada istrinya tersebut karena uang gaji dari terdakwa bekerja di PT. Gama 

Inti Samudra Perak Surabaya sudah minim, karena telah digunakan untuk 

membayar angsuran rumah dan angsuran sepeda motor N MAX milik 

terdakwa. 

Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sulistyowati dan 

Saksi Sulistyowati telah memberi maaf kepada terdakwa.58 

3. Bukti Petunjuk 

Visum Et Repertum Rumah Sakit RSUD Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor Register: 1870525 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH., Sp.F dengan kesimpulan 

sebagai berikut :59 

1) Pasien perempuan umur lima puluh tiga tahun, dan status gizi baik, 

kesadaran baik. 

                                                           
58 Ibid, 9. 
59 Ibid, 7. 
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2) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berukuran nol koma satu 

kali satu sentimeter di bagian lengan kiri dan di bagian atas pergelangan 

tangan kiri berukuran nol koma satu kali dua sentimeter. 

3) Dari ciri luka tersebut di atas diakibatkan kekerasan tumpul. 

C. Pertimbangan Hukum Hakim  

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan 

dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih 

salah satu dakwaan yang unsur pidananya terpenuhi, yaitu dakwaan kedua Pasal 

44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai 

berikut:60 

1. Setiap orang 

Unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam 

Dakwaan Primair, sehingga tidak perlu kami buktikan lagi. 

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 

yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan 

atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. 

Bahwa dari keterangan para saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan 

keterangan terdakwa: 

                                                           
60 Ibid, 13. 
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1. Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Sulistyowati telah menikah secara sah 

pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 1986, di KUA Bondowoso (berdasarkan 

Kutipan Akta Nikah Nomor: 120 /47/VIII/86 tanggal 20 Agustus 1986 yang 

dibuat dan ditanda tangani oleh ANWAR Selaku Pegawai Pencatat Nikah 

KUA Kab. Bondowoso). Dari hasil pernikahan dimaksud memiliki empat 

orang anak yang bernama sdr. Rifani Ardi Sulistyono Erwinsyah Umur 30 

tahun, sdr. Dwiki Arisandi Listyanto, Umur 23 tahun, sdr. Dhimas 

Mahardika Listyono (almarhum) dan sdr. Lucky Sulistyo Ramadhan Umur 

18 tahun. 

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, sekitar Jam. 06.30 Wib. di 

Perum Bukit Residen 1 Blok A No. 14 Kel. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. 

Sidoaro, saksi Sulistyowati menjadi korban kekerasan fisik terdakwa. 

3. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 jam 

06.30 Wib. Saat Saksi Sulistyowati menanyakan uang gaji bulanan yang 

tidak pernah diserahkan kepada saksi yang selaku istri namun terdakwa 

menjawab bahwa uang gaji tidak ada selanjutnya selanjutnya saksi 

Sulistyowati mendesak terus kalau uang gajinya sudah tidak ada lalu 

kemana selanjutnya karena emosi terdakwa dengan menggunakan tangan 

kanan mencekik leher Saksi Sulistyowati hingga Saksi Sulistyowati terjatuh 

di lantai teras rumah di mana kaki kanan terdakwa menginjak tangan kiri 

Saksi Sulistyowati yang mana kejadian tersebut dilerai oleh anaknya yaitu 

Saksi Lucky Sulistyo Ramadhan. 
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4. Bahwa akibat kejadian tersebut keesokan harinya saksi Sulistyowati 

melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polsekta Sidoarjo 

tertanggal 26 Juli 2017 namun dengan adanya kejadian tersebut saksi masih 

dapat melakukan kegiatan atau aktifitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah 

tangga. 

5. Bahwa Saksi Sulistyowati membenarkan mengalami luka sebagaimana 

diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit RSUD Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor Register : 1870525 tanggal 26 Juli 2017 yang 

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp.F dengan 

KESIMPULAN sebagai berikut : 

1) Pasien perempuan umur lima puluh tiga tahun, dan status gizi baik, 

kesadaran baik. 

2) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berukuran nol koma satu 

kali satu sentimeter di bagian lengan kiri dan di bagian atas pergelangan 

tangan kiri berukuran nol koma satu kali dua sentimeter. 

3) Dari ciri luka tersebut di atas diakibatkan kekerasan tumpul. 

Luka yang diderita oleh korban Sulistyowati, ternyata tidak 

mengakibatkan saksi korban Sulistyowati menjadi terhalang dalam 

menjalankan pekerjaannya sehari-hari, hal mana dibenarkan oleh saksi korban 

Sulistyowati dalam pemeriksaan di persidangan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 

selama pemeriksaan perkara tidak menemukan adanya alasan yang dapat 
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menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa, baik itu alasan pembenar 

maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya.61 

Penulis setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa beliau mengatakan beberapa pertimbangan 

yaitu, beliau menjelaskan bahwa secara normatif tidak ada pasal dalam KUHAP 

yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan jaksa 

penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan 

sesuai dengan pertimbangan hukum, dalam hal terdakwa didakwa dengan pasal 

alternatif, maka pasal tersebut yang unsur-unsurnya terbukti dalam persidangan 

maka pasal tersebut yang digunakan oleh hakim. Apabila jaksa tidak menuntut 

suatu pasal, hakim tetap dapat menggunakannya sepanjang jaksa telah 

memasukkan pasal tersebut kedalam surat dakwaan. Jika jaksa tidak 

memasukkan pasal tersebut dalam surat dakwaan, maka tidak ada pijakan 

hukum bagi hakim menggunakan pasal tersebut untuk menjerat terdakwa. Pada 

pokoknya kasus apapun yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan berkekuatan 

hukum tetap, maka sudah seharusnya masyarakat harus menghormatinya. 

Karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan telebih dahulu sebelum 

menjatuhkan sebuah hukuman.62 

                                                           
61 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, 15. 
62 Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo I Ketut Suarta S.H, (Selasa, 17-09-
2019, Secara Langsung). 
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Pada saat hakim akan memutus perkara ini sebenarnya dalam fakta 

hukum yang didapat dipersidangan korban SULISTYOWATI telah memaafkan 

terdakwa Ir. HARYONO, Akan tetapi disini hakim berkewajiban untuk tetap 

terus melanjutkan kasus sampai adanya amar putusan untuk menjunjung tinggi 

kepastian hukum (rule of law). Karena dengan adanya perkara tersebut 

masyarakat daerah tempat terjadi perkara, keadaanya menjadi tidak seimbang, 

disini hakim berkewajiban untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat 

(social justice) dengan memberikan putusan yang benar-benar bertujuan untuk 

menyelesaikan perrmasalahan sehingga memberi kecenderungan agar setelah 

adanya putusan dari hakim, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati 

seperti sedia kala.63 

D. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan 

1. Hal-hal yang memberatkan 
Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban  

2. Hal-hal yang meringankan  
a. Terdakwa berterus-terang serta mengakui perbuatannya  

b. Terdakwa menyesali perbuatannya  

c. Terdakwa tulang punggung terdakwa 

d. Terdakwa belum pernah dipidana 

                                                           
63 Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo I Ketut Suarta S.H, (Selasa, 17-09-
2019, Secara Langsung). 
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E. Amar Putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

1. Terdakwa Ir. Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 

lingkup rumah tangga“ sebagaimana diyatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI 

No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam surat dakwaan 

Primair. 

2. Membebaskan Terdakwa Ir. Haryono oleh karena itu dari dakwaan Primair 

tersebut di atas. 

3. Terdakwa Ir. Haryono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan 

atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diyatur dalam 

Pasal Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

KDRT dalam surat dakwaan Subsidiair. 

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir. Haryono selama 5 (lima) Bulan. 

5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian 

hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena terpidana Sebelum 

Lewat Masa Percobaan Selama 10 (sepuluh) Bulan melakukan Perbuatan 

yang dapat di Hukum. 
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6. Terdakwa Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000, 

00 (Lima Ribu Rupiah). 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUMAN 

KEKERASAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA 
STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO 

NOMOR 169/Pid.Sus/2018PN.Sda 
 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 
169/Pid.Sus/2018/PN.Sda Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana 

yang diyatur diluar KUHP. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

memiliki perundang-undangan khusus yang tercantum dalam Undnag- undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, yang 

mana dalam undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana dan sanksi 

pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2004 

merupakan hukum pidana khusus yang penerapan dan pelaksanaannya 

didasarkan pada asas lex spesialis derogate lex generalis (ketentuan yang 

khusus menyingkirkan ketentuan yang umum). 

Dalam Direktori Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang 

Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Ir. Haryono, 

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus menggunakan 

landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di 

Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam amar putusannya Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Ir. Haryono menyatakan bahwa 

Terdakwa Ir. Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga” sebagaimana diyatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam surat dakwaan Primair. Namun 

Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Ir. Haryono oleh karena itu dari 

dakwaan Primair tersebut di atas. Majelis Hakim lebih memilih dakwaan 

subsidair Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa Ir. Haryono 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja 

melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh 

suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 

kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam surat dakwaan Subsidair. 

Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu 

melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa. 

Pertimbangan hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinannya 

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh 

berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti ditunjukkan 

dalam persidangan. Pertimbangan hakim ini yang nantinya akan disampaikan 

dalam putusan. 

Di samping itu, majelis hakim perlu memperhatikan hal-hal yang 

memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan luka terhadap 

korban, padahal korban adalah istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan 
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dihormati. Dan dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa ini termasuk 

dalam jarimah. 

Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang 

meringankan bagi terdakwa dalam putusannya. Hal-hal yang meringankan 

terdakwa adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa menyesal dan 

berjanji tidak akan mengulangi lagi (taubat) serta mengakui terus terang 

sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa adalah tulang 

punggung keluarga. Pertimbangan lain yang bisa dijadikan dasar adalah fakta-

fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa terdakwa telah 

meminta maaf kepada istrinya Sulistyowati dan Sulistyowati telah memberi 

maaf kepada terdakwa (suluh dan pengampunan). Dan dalam hukum pidana 

Islam sendiri hal-hal tersebut dapat meringankan dan bahkan gugurnya 

hukuman. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini 

jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam bahwa berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 

umum jarimah, yaitu: 

1. Unsur formal كْنُ ( )الشَّرْعِيُّ  الرُّ , yang dimaksud dengan unsur formal adalah 

adanya nash atau ketentuan yang menunjukan sebagai tindakan jarimah. 

Jarimah tidak akan pernah terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Dan 

khusus untuk jarimah takzir harus ada peraturan dan Undang-undang yang 

dibuat oleh Penguasa. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Ir. 
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Haryono merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

sudah ada undang-undangnya. 

2. Unsur material ( كْنُ  الْمَادِيُّ  الرُّ ), yang dimaksud dengan unsur material adalah 

adanya suatu perilaku yang membentuk jarimah, yaitu adanya sesuatu yang 

melawan hukum dan benar-benar telah dilakukan, hal berdasarkan 

keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lain. 

3. Unsur moral ( كْنُ  لأدَبَيُِّ الْ  الرُّ ), yaitu orang yang dapat dibebani pertanggung 

jawaban (mukallaf) atas jarimah (tindak pidana penganiayaan) yang 

dilakukan. 

Dikarenakan semua unsur terpenuhi maka terdakwa bernama Ir. 

Haryono sudah sepatutnya dikatakan telah melakukan perbuatan jarimah, maka 

dengan demikian terdakwa dapat dikenakan hukuman takzir, yaitu dapat berupa 

sanksi hukuman penjara atau hukuman denda. Tentang ukuran sanksi takzir 

terhadap pelaku diserahkan kepada ulil amri atau Hakim agar memberikan 

sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku, yang mana 

sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang prinsip utamanya 

mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota 

masyarakat dari kemudharatan. 

Dalam hal amar putusan pidana penjara bagi terdakwa Ir Haryono 

selama 5 (lima) bulan, menurut penulis, hakim kurang memperhatikan akan 

batas maksimal hukuman yang sudah ditetapkan oleh undang-undang khusus 

yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pada Pasal 44 ayat (4). 
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Melihat bahwasanya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut 

menyebutkan “pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan” sedangkan dalam 

amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan negeri Sidoarjo adalah pidana 

penjara 5 (lima) bulan. 

Menanggapi persoalan ini perbuatan tersebut merupakan suatu unsur 

pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar kepada 

perbuatan yang bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu. 

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memang memiliki kewenangan untuk 

memutus sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya. Namun dalam 

menjatuhkan suatu hukuman dianggap perlu untuk memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan 

asas legalitas. Asas legalitas sendiri telah diyatur didalam KUHP pada pasal 1. 

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai asas 

legalitas. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasanya asas legalitas 

merupakan sanksi pidana yang hanya dapat ditentukan undang-undang dan 

ketentuan pidana tidak berlaku surut. Sudarto juga menyatakan bahwasanya 

suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan 

dan peraturan tersebut harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.  

Berdasarkan ketentuan KUHP dan beberapa ahli yang mengemukakan 

pendapatnya maka sudah jelas bahwasanya suatu tindak pidana tidak dapat 

dipidana sebelum adanya ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan undang-
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undang telah menakar berat ringan pidana tersebut dan menetapkan batasan 

untuk penjatuhan pidana.  

Dalam penerapan suatu hukum asas legalitas merupakan suatu hal yang 

terpenting didalam hukum pidana. Fungsi dari asas legalitas sendiri untuk 

melindungi rakyat dari pemerintah yang dengan keinginan menyatakan 

tindakan rakyat merupakan suatu kejahatan dan lantas dijatuhi hukuman tanpa 

adannya pemenuhan unsur-unsur dalam peraturan. Serta asas legalitas berperan 

sebagai pembatas yang terdapat dalam undang-undang, dalam hal ini kekuasaan 

pemerintah dibatasi. Dapat dikatakan pemerintah merupakan pelaksana dari 

ketentuan undang-undang. Sebagaimana menurut Montesquieu yang 

menyatakan bahwasanya Hakim merupakan “mulut undang-undang” atau 

sebagai pelaksana undang-undang. Dalam putusan tersebut secara jelas, Majelis 

hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kurang memperhatikan asas 

legalitas. Padahal jika kita lihat dari pernyataan di atas bahwa “Hukuman yang 

melebihi dari batasan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang tidak 

diperbolehkan”.  

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Sudharmawatiningsih, 

yang menyatakan, hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman 

berdasarkan keyakinan atau hati nuraninya, yang berdasarkan pada fakta-fakta 

yang ada selama proses persidangan. seorang hakim dapat menjatuhkan 

hukuman lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan 
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fakta yang ada. Akan tetapi hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman 

melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.64 

Dari pertimbangan hakim diatas, jika dikaitkan dengan hukum pidana 

Islam apabila suatu perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dan 

dapat meresahkan masyarakat yang hidup disekitar maka harus dijatuhi 

hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana sendiri yaitu melindungi lima 

kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah Al maqa>sid al 

syari>’ah al khamsah. Kelima tujuan tersebuat antara lain :65 

a. Hifzh al diin (memelihara jiwa) 

b. Hifzh al nafsi (memelihara jiwa) 

c. Hifzh al maal (memelihara harta) 

d. Hifzh al nasl (memelihara keturunan) 

e. Hifzh al ‘aqli (memelihara akal) 

Dalam Hukum Pidana Islam dan semua larangan syari’at mengandung 

suatu unsur maslahat, yaitu untuk mencegah dari bahaya, untuk menegakkan 

kemaslahatan, dan juga untuk mencegah suatu kemudharatan. Maka dalam hak 

ini pemberian sanksi terhadap pelaku jarimah kekerasan dalam rumah tangga 

sudah sepatutnya harus sebanding dengan jarimah yang dilakukan oleh 

terdakwa, supaya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan supaya 

                                                           
64Sudharmawatiningsih, Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi 

dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang 
Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), 2. 

65Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, 
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570. Hal 7. 
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memberikan pencegahan ke orang lain agar tidak melakukan jarimah yang 

sama. 

Tujuan dari diterapkannya hukuman takzir tidak lain untuk memberikan 

efek jera terhadap pelaku tindak pidana, antara lain sebagai berikut:66 

a. Preventif (pencegahan) 

Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi takzir harus 

memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai 

hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama 

dengan perbuatan pelaku yang dijatuhi hukuman.  

b. Represif (membuat pelaku jera) 

Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi takzir harus 

memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga dia tidak lagi 

melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir.67 

c. Kuratif (islah) 

Sementara itu, yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa 

sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan pelaku 

terhukum dikemudian hari.  

d. Edukatif (pendidikan) 

Selain fungsi kuratif juga terdapat fungsi edukatif, yang dimaksud fungsi 

edukatif adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat 

terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk lebih baik, sehingga ia akan 

                                                           
66 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah. . ., 142. 
67 A. Djazuli. Fiqh Jinayah. . ., 186. 
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d. Edukatif (pendidikan) 

Selain fungsi kuratif juga terdapat fungsi edukatif, yang dimaksud fungsi 

edukatif adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat 

terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk lebih baik, sehingga ia 

akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut terhadap 

hukumannya melainkan semata-mata karena tidak menyukai kejahatan 

tersebut. 

Dalam hal hakim menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu 

dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim 

karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan 

melakukan perbuatan yang dapat dihukum, menurut penulis hal tersebut sudah 

tepat sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 14a. ayat 1: 

“Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila 

dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan 

pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak 

dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, 

oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan 

dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam 

tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian istimewa, yang 

sekiranya diadakan dalam perintah itu.” 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 

Dalam hukum pidana Islam asas legalitas adalah asas yang menyatakan 

bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-

undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan al-Qur’an Surah Al-Israa’ 

(17) ayat 15. 
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                                      

                        

 

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya 
Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang 
sesat maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan 
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak 
akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.68 

Hukum pidana Islam (fiqih jinayah) merupakan kajian ilmu yang 

membahas pendapat para ulama tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan 

perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Dalam hukum pidana Islam tindak 

pidana sering disebut dengan istilah jinayah atau jarimah. Definisi jarimah 

menurut Al-Mawardi adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang 

dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam 

dengan hukuman had atau takzir.69 Sedangkan untuk definisi jinayah tidak 

jauh berbeda dengan pengertian jarimah, yakni perbuatan yang dilarang oleh 

syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.70 

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia 

baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang 

menimbulkan kejahatan. Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau 

ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan 

melanggar aturan.71 

 
68 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,( Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 5-6 
69 Ibid, A. Djazuli, hal 11 
70 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum..., 2. 
71 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85. 
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Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya 
Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang 
sesat maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan 
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak 
akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.68 

Hukum pidana Islam (fiqih jinayah) merupakan kajian ilmu yang 

membahas pendapat para ulama tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan 

perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Dalam hukum pidana Islam tindak 

pidana sering disebut dengan istilah jinayah atau jarimah. Definisi jarimah 

menurut Al-Mawardi adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang 

dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan 

hukuman had atau takzir.69 Sedangkan untuk definisi jinayah tidak jauh 

berbeda dengan pengertian jarimah, yakni perbuatan yang dilarang oleh syara’ 

baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.70 

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia 

baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang 

menimbulkan kejahatan. Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau 

ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan 

melanggar aturan.71 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dalam 

putusan Nomor 169/pid.sus/2018/Pn.Sda jika dikaitkan dengan Hukum Pidana 

Islam, maka penulis melakukan analisis berdasarkan: 

                                                           
68 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,( Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 5-6 
69 Ibid, A. Djazuli, hal 11 
70 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum..., 2. 
71 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85. 
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1. Jenis dan Bentuk Sanksi 

Berdasarkan pendapat Imam Al-Mawardi, maka tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan jarimah. Karena 

perbuatan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ 

apalagi perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Jarimah 

yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah 

jarimah atas selain jiwa. 

Tindak pidana atas selain jiwa yang dijelaskan oleh Abdul Qodir 

Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain mengenai 

badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Unsur tindak 

pidana atas selain jiwa adalah menyakiti, yang dimaksud dengan menyakiti 

dalam hal ini adalah pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak 

anggota badan seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan 

penempelengan. 72 

Melukai atau penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa 

sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya 

menjadi lima macam, yaitu (1) ibanat al-athraf, yaitu memotong anggota 

badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan 

sebagainya; (2) idzhab ma’a al athraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota 

badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya 

membuat korban tuli, bisu, dan sebagainya; (3) As-Syaj, yaitu pelukaan 

                                                           
72 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 179. 
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terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) Al-Jarh, yaitu pelukaan 

terhadap selain wajah dan kepala termasuk pelukaan yang sampai ke dalam 

perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga 

dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk kedalam salah satu dari empat jenis 

pelukaan di atas.73 

Berdasarkan uraian di atas, tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ir. 

Haryono terhadap istrinya dalam Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda 

adalah termasuk dalam jenis jarimah penganiayaan yang kelima. Menurut 

Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini 

kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima, karena 

bagian kelima ini adalah salah satu tindakan yang tidak mengakibatkan luka 

pada athraf (anggota badan), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak 

menimbulkan luka as-syaj atau al-jarh. Jika menganut pendapat Hanafiyah 

maka perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam 

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda adalah termasuk dalam jarimah 

takzir. 

Menurut penulis, dalam perkara ini terdakwa dapat saja dijatuhi 

hukuman qis}as} karena dapat dibuktikan di muka pengadilan bahwa 

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga“ yang mengakibatkan luka fisik sebgaimana termaktub dalam 

                                                           
73 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Gema Insani, Jakarta, 2003, 38. 
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amar putusan tersebut. Namun penulis sependapat dengan putusan hakim 

bahwa karena ada beberapa hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa 

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka hukuman qis}as} dapat 

digantikan dengan diyat dan takzir. 

Sedangkan, menurut jumhur fuqaha untuk tindak pidana atas selain 

jiwa yang selain yang tidak mengakibatkan athraf, syajaj, dan jirah, 

hukumannya adalah ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada 

kebijaksanaan dan ijtihad hakim dan ini hampir mirip dengan takzir.74 

Jarimah takzir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman 

takzir yaitu hukuman selain hudu>d, dan qishas-diya>t. Secara ringkas 

dapat dikatakan bahwa hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum 

ditentukan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik 

penentuannya maupun pelaksanaannya.75 Dengan demikian, pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga merupakan bentuk hukuman takzir. Karena dalam hal ini, majelis 

hakim mempunyai wewenang dalam menjatuhkan hukuman dan 

menerapkan putusan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, merupakan 

kewenangan ulil amri dalam menetapkan hukuman takzir bagi pelaku 

                                                           
74 Ibid., 217. 
75 Wardi Muslich, Hukum Pidana…, 19. 
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jarimah. Kewenangan ulil amri dalam menjatuhkan hukuman takzir adalah 

untuk kemaslahatan umat. 

2. Ketentuan Batasan Maksimal Sanksi 

Dalam putusan perkara Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, Hakim 

menjatuhkan sanksi pada terdakwa Ir. Haryono dengan pidana penjara 5 

bulan. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam sendiri tidak 

diterangkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga. Jadi secara tidak langsung, hukuman untuk 

pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman takzir yang mana hukumannnya 

tidak ditentukan seperti hukuman had, dan dikembalikan kepada kebijakan 

hakim yang berwenang untuk mengadili. Takzir hukumannya ditentukan 

oleh ulil amri. Seperti yang telah dijelaskan di Bab II tentang takzir, takzir 

sama dengan hudud dalam satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk 

menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang 

jenisnya berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang (dikerjakan). 

Hukuman takzir, seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi 

adalah sebagai: 

  الْحُدوُْدُ  فيِْهَا تشُْرَعْ  لمَْ  ذنُوُْبٍ  عَلَى تأَدِْيْبٌ  وَالتَّعْزِيْرُ 

Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 
(maksiat) yang hukumannya belum ditentukan syara’.76 

                                                           
76 Abul Hasan, Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, 236. 
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Maksudnya adalah bahwa sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-

hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat 

Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana takzir yang sesuai dengan kejahatan yang 

diperbuat. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi 

aman terkendali dan perbaikan, takzir ini sangat beragam sesuai dengan 

situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai 

keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Akan tetapi bukan 

berarti hukuman takzir lebih ringan daripada hukum Islam itu sendiri, bisa 

saja hukuman takzir itu lebih berat dari pada hukuman ha>d atau kafara>t, 

tergantung kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. 

Mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara ini tidak ada 

kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi’iyah batas maksimalnya 

adalah satu tahun. Adapun pendapat menurut Abdullah Zubairi, masa 

hukuman penjara adalah satu tahun atau enam bulan. Demikian pula Imam 

Abu Al-Majasiyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman 

penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, Dengan 

demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu 

diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi 

jarimah, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika jarimah itu terjadi.77 

                                                           
77 M.Nurul Irfan dan Masyrafah,fiqh jinayah, 153 
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Dalam hukum pidana Islam sendiri, suatu putusan yang dikeluarkan 

oleh hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus 

dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur’an, hadis, dan 

undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) 

seperti dalam hukuman takzir.78 

Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat 

hukumnya di dalam nash (al-Qur’an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan 

yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentan 

hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan 

menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak 

dibatalkan.79 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut analisa penulis sanksi tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku Ir. Hariyono 

dapat dikenai sanksi takzir, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara atau 

hukuman denda. Sanksi takzir terhadap pelaku seharusnya pidana penjara selama 

4 bulan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang pada 

prinsipnya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap 

anggota masyarakat dari kemudharatan. Sanksi tersebut sudah sangat sesuai dengan 

tindakan pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga terhadap istrinya, yaitu Sulistyowati. Adapun hal-hal yang 

memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang tega melakukan pemukulan terhadap 

                                                           
78 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 131. 
79 Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 155. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

 
 

korban hingga menyebabkan luka, padahal korban adalah istrinya sendiri yang 

seharusnya dilindungi dan dihormati. 

Dalam hal hakim menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani 

kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena 

terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan 

perbuatan yang dapat dihukum, menurut penulis majelis hakim kurang 

memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan terlalu ringan. Dengan putusan ini, 

akan memberikan dampak buruk terhadap perilaku masyarakat. Potensi terjadinya 

pengulangan perbuatan dan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat 

lainnya akan semakin besar. Masyarakat akan semakin berani melakukan perbuatan 

tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan 

hukuman dalam hukum pidana Islam, yaitu pencegahan ( والزجر ألرع ), mencegah 

orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah 

orang lain untuk melakukan perbuatan jarimah. 

Meskipun banyak hal yang meringankan terdakwa dan bahkan dalam proses 

perkaranya, korban memberikan pemaafan terhadap pelaku. Namun menurut 

penulis bahwa hukuman atas diri pelaku adalah salah satu cara menyatakan reaksi 

dan balasan dari korban terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar 

kehormatannya sekaligus merupakan upaya menenangkan hati korban. Hukuman 

dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai 

perimbangan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk mensucikan diri. Dengan 

demikian, keadilan dapat diwujudkan dan korban merasa damai. 
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Menurut peneliti, sanksi pemidanaan bukan semata-mata sebagai 

pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan 

untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi 

kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi 

anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan penekanan 

perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian bukan persoalan 

sanksi pidana yang diberikan, tetapi yang penting adalah pendidikan dan pembinaan 

bagi terdakwa dan perlindungan masyarakat. 

Dari sudut ide dasar double track system, kesetaraan kedudukan sanksi 

pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis 

sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral 

dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi 

yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin 

keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat 

fungsional. 

Teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu 

memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu 

kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh 

karena itu setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu 

diperhatikan secara terpisah tetapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem 

hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tetapi pada 
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perkara yang lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi 

yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan. 

Diharapkan dengan diberikannya sanksi bagi terdakwa yang melakukan 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki 

kelakuannya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih 

baik sehingga rumah merupakan tempat yang aman bagi istri dan anaknya karena 

merasa dilindungi, dihormati dan terdapat rasa kasih sayang dari suaminya. Hak 

istri untuk mendapat perlindungan dari suaminya karena sudah kewajiban suami 

untuk melindungi istrinya. Dalam sebuah rumah tangga seorang suami dituntut 

untuk memberikan perlindungan yang layak bagi istrinya, sehingga istrinya merasa 

aman tanpa rasa takut menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu juga jika suami 

menyanyangi istrinya dengan baik maka istripun dapat dengan tenang menjalankan 

tugas-tugasnya, baik sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga. 

Memang dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

sebagai masalah publik, akan tetapi dengan adanya campur tangan negara dan peran 

aktif masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga merupakan 

indikasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan publik. Selama ini 

pemahaman tentang masalah publik atau bukan domestik masih dimaknai sebatas 

negara karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan ke 

kepolisian dan selanjutnya diproses di pengadilan dan peran masyarakat belum 

nampak, padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan 
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kepastian hukum pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan 

pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pid.sus/2018/Pn.Sda, 

menyatakan bahwa terdakwa Ir. Haryono terbukti secara sah dan bersalah 

melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sesuai 

dengan Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menjatuhkan hukuman pidaana penjara 

terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan, berdasarkan amar putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat dilihat bahwasannya pidana penjara yang 

dijatuhkan oleh Hakim melebihi dari ancaman pidana paling lama yang 

ditetapkan pasal 44 ayat (4). Melihat bahwasannya ancaman pidana yang 

ada pada pasal tersebut menyebutkan “pidana penjara paling lama 4 (empat) 

bulan” sedangkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

negeri Sidoarjo adalah pidana penjara 5 (lima) bulan.  

2. Dalam hukum pidana Islam pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman 

bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukuman ta’zir. 

Karena dalam perkara Nomor 169/Pid.sus/2018/ Pn.Sda perbuatan 

kekerasan dalam rumah tangga adalah termasuk jarimah penganiayaan atau 

tindak pidana atas selain jiwa. Bentuk penganiayaan yang dilakukan dalam 
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kasus ini adalah penganiayaan yang tidak sampai menimbulkan luka 

anggota badan dan menghilangkan manfaatnya, tidak menimbulkan luka 

syajjaj, dan tidak menimbulkan luka jirah. Di samping itu Majelis Hakim 

mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan perbuatan terdakwa. 

Sehingga pelaku jarimah penganiayaan ini dijatuhi hukuman takzir (pidana 

penjara) dan ganti rugi yang ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini oleh 

Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2004. 

B. Saran 

Saran-saran ini ditunjukkan kepada penegak hukum dan masyarakat 

agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu: 

1. Untuk penegak hukum terutama hakim yang diberikan kekuasaan untuk 

memutuskan suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan 

ketentuan yang ada agar tercapainya rasa keadilan hukum bagi masyarakat 

dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Untuk pasangan dan lingkungan keluarga di masyarakat, diharapkan agar 

lebih menghormati kepentingan dan hak satu sama lain, senantiasa menjaga, 

dan juga membangun suasana keluarga yang harmonis agar tidak adanya 

kasus-kasus serupa yang terjadi. 
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